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LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT PADA PENGADILAN 

NEGERI PANGKALAN BUN 

A. PERSIAPAN IMPLEMENTASI APLIKASIE-COURT 

1. PEMBENTUKAN DAN KOORDINASI TIM EFEKTIF 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, 

mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online 

dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran 

perkara. E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, untuk itu 

Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan untuk mengimplementasikan e-Court.  

Untuk meningkatkan implementasi e-Court dibentuklah Tim Efektif e-Court untuk 

meningkatkan koordinasi saat pengimplementasian e-Court pada Pengadilan Tingkat 

Pertama. Tim Efektif ini diharapkan bisa saling berkoordinasi karena e-Court tidak hanya 

melibatkan satu bagian saja tetapi beberapa bagian bahkan dengan rekanan Bank. Tim 

Efektif ini terdiri dari Ketua, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Kasir, Admin IT 

dan beberapa staf untuk mendukung pelaksanaan e-Court. Pembentukan Tim Efektif e-

Court ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri. Masing-masing anggota 

Tim Efektif akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 

Pengadilan Tingkat Banding dan Bank sehingga e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama 

bisa diaktifkan. 

2. PEMBUATAN AKUN E-COURT PENGADILAN 

Akun e-Court masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama didapat dari Super Administrator 

Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Banding. Akun dan Password dapat 

digunakan untuk login pada alamat website https://ecourt.mahkamahagung.go.id  . 

Pengadilan Pertama perlu membuat email Gmail baru yang nantinya akan digunakan untuk 

mengupdate user dan email pada aplikasi e-Court. Email Gmail yang baru bisa 

menggunakan nama yang sesuai dnegan user akun yang telah diberikan atau bisa juga 

berbeda.Misalkan user yang diberikan ecourt_pn_pangkalan_bun@gmail.com  dan 

kemudian ingin diganti menjadi ecourt.pnpbu@gmail.com ataupun sama menggunakan 

nama yang sama. 
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Pertama kali Login menggunakan akun user dan password yang diberikan oleh Super 

Administrator Mahkamah Agung. Untuk mengganti user dan email yang ada pada e-Court, 

silahkan buka menu Edit Profil dengan menekan nama akun di pojok kanan atas. 
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Edit Pengguna wajib dilakukan oleh Administrator Pengadilan Tingkat Pertama. Di sini 

Administrator Pengadilan Tingkat Pertama harus mengubah email dengan email Gmail yang 

baru dibuat lalu memasukkan password baru. Selain itu bisa juga untuk mengganti Foto 

Profil. Setelah selesai diubah alamat emailnya, maka konfigurasi Edit Pengguna telah selesai 

dan tampilannnya akan seperti sebagai berikut : 

 

3. PEMBUATAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT 

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan 

Nomor Pembayaran (Virtual Account) saat pendaftaran perkara melalui e-Court. Virtual 

Account sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara, oleh karena itu 

setiap Pengadilan yang mengimplementasikan e-Court harus mengaktifkan Virtual Account.  

Untuk pembuatan Virtual Account, Pengadilan yang mengajukan permohonan kepada Bank 

yang bekerja sama. Pihak Bank Mitra nantinya akan mengeluarkan Corporate ID atau Kode 

Korporasi untuk Pengadilan yang artinya Virtual Account telah dibuat. Disaat pengguna 

terdaftar membayar Biaya Panjar Perkara melalui Virtual Account nantinya uang akan 

dikirim ke Rekening Pengadilan (RPL) sesuai dengan jumlah yang ada pada Virtual Account 
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dan bisa langsung dicek oleh Administrator Pengadilan apakah uang sudah masuk atau 

belum. 

4. USUL ASSESMENT AKTIVASI E-COURT 

Setelah mendapatkan Corporate ID atau Kode Korporasi dari Bank, e-Court belum langsung 

bisa digunakan karena Virtual Account belum dihubungkan ke dalam aplikasi e-Court. 

Pengadilan harus mengajukan aktivasi e-Court ke Badan Peradilan Umum Direktur 

Pembinaan Administrasi Peradilan Umum melalui Pengadilan Tingkat Banding dengan 

melampirkan data Kode Korporasi/CID dari Bank Mitra. 

Setelah diteliti kelengkapan berkas dan Corporate ID atau Kode Korporasi oleh Pengadilan 

Tingkat Banding, maka permohonan akan diteruskan ke Badan Peradilan Umum Direktur 

Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum Direktur Pembinaan 

Administrasi Peradilan Umum nantinya akan melakukan assesment terhadap Pengadilan 

yang mengajukan permohonan aktivasi e-Court dengan melakukan assesment terhadap 

kesiapan Pengadilan Pengaju, baik mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan 

ketertiban dalam pengisian SIPP. Penilai terhadap ketertiban dalam pengisian SIPP 

sangatlah penting karena kinerja suatu Pengadilan bisa dilhat dari nilai evaluasi SIPP. 

Setelah assesment dinyatakan lolos, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan 

mengirimkan surat  kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk aktivasi e-Court dengan 

melampirkan Kode Satker dan Kode Korporasi/CID dari Bank Mitra. 

Sekratris Mahkamah Agung melakukan disposisi kepada Biro Hukum dan Humas. Biro 

Hukum dan Humas melakukan sinkronisasi dengan menginput data-data sesuai Surat 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke dalam aplikasi e-Court. E-Court Pengadilan 

bisa dikatakan aktif dengan melihat ke dalam Peta  Ecourt. Apabila berwarna hijau berarti e-

Court telah aktif dan bisa dikonfigrasi lebih lanjut sehingga bisa digunakan untuk 

mendaftarkan perkara. 
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5. PEMBUATAN SOP E-COURT 

Dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP). 

Pelaksanaan e-Court ini juga dibuatkan SOP untuk mendukung standar pelaksanaan e-Court 

pada setiap langkah kerjanya. SOP e-Court ini dibuat untuk pekerjaan penerimaan perkara 

gugatan pada  e-Court (e-Filling), panggilan sidang pada e-Court (e-Summons), dan 

pemberitahuan putusan perkara gugatan pada e-Court.  

SOP ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik. Dasar Hukum lain pembuatan SOP pelaksanaan e-Court ini 

adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgunG RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang 

Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. 

Atas dasar hukum tersebut SOP e-Court dibuat agar bisa dilaksanakan dengan alur yang 

tepat dan mudah dikelola.  

6. PEMBUATAN SK PETUGAS E-COURT 

Dalam pelaksanaannya, e-Court dilaksanakan oleh beberapa petugas yang masing-masing 

mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Untuk itu dibuatkan Surat Keputusan tentang 

Petugas e-Court agar tugas bisa dibagi-bagi berdasarkan kewenangannya. 

Dalam aplikasi e-Court ada beberapa macam kewenangan antara lain, Ketua/Wakil Ketua 

Pengadilan, Panitera/Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Kasir, Staf Meja I, Staf Meja II, 

Staf Meja III, dan Admin IT. 
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Masing-masing Petugas e-Court ini dibuatkan akun pengguna pada aplikasi e-Court 

disesuaikan dengan kewenangannya sehingga akan mempermudah pelaksanaan, 

monitoring dan pengawasannya. Kewenangan Petugas pada aplikasi e-Court ini juga sama 

dengan kewenangan pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) karena 

aplikasi e-Court terintegrasi dengan aplikasi SIPP. Dengan adanya Surat Keputusan Petugas 

e-Court akan mempermudah pembagian tugas dan kewenangan akun pengguna e-Court 

untuk Pengadilan Tingkat Pertama. 

 

7. PEMANTAPAN DATA RADIUS BIAYA PANJAR PERKARA 

Data Radius Biaya Panjar Perkara disini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

masing-masing karena terkait dengan wilayah hukum masing-masing pengadilan. 

Pelaksanaan Data Radius Biaya ini juga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Beberapa komponen biaya perkara 

terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang perinciannya adalah 

sebagai berikut : 

 Biaya Pendaftaran 

 Alat Tulis Kantor 

 Panggilan Penggugat x2, Panggilan Mediasi x2 

 Panggilan Tergugat x3, Panggilan Mediasi x2 
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 Materai 

 Redaksi 

 Leges 

 Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

Dalam komponen biaya perkara tersebut terdapat Biaya Panggilan Penggugat, Panggilan 

Tergugat, dan Panggilan Mediasi yang mana dihitung berdasarkan jarak atau radius sesuai 

dengan data radius biaya panjar perkara. Data Radius Biaya Panjar Perkara ini diisi melalui 

aplikasi KOMDANAS (http://komdanas.mahkamahagung.go.id).  Berikut ini pengisian data 

Radius Biaya Panjar Perkara melalui aplikasi KOMDANAS : 

 

Pengisian data biaya radius panjar perkara serta komponen biaya perkara nantinya 

dilakukan perhitungan biaya perkara oleh sistem atau disebut dengan e-SKUM. 

 

8. KOORDINASI PERSIAPAN TRAINING DAN IMPLEMENTASI E-COURT 

Persiapan Training dan Implementasi e-Court dilakukan untuk pemantapan tugas dari 

masing-masing petugas e-Court yang ada. Masing-masing Petugas e-Court ini dibuatkan 

akun pengguna pada aplikasi e-Court disesuaikan dengan kewenangannya sehingga akan 

mempermudah pelaksanaan, monitoring dan pengawasannya. Petugas e-Court disini adalah 

dari pengadilan sendiri yang nantinya e-Court akan terintegrasi dengan SIPP. Karena itu 

apabila sudah memahami tugasnya masing-masing akan dilakukan pelatihan khusus untuk 

Petugas e-Court dari Pengadilan. 

Pelatihan e-Court juga akan dilakukan kepada Advokat sebagai Pengguna Terdaftar. 

Terlebih dahulu untuk menyiapakn pelatihan dilakukan pendataan Advokat yang berada 
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pada Pengadilan serta statusnya pendaftaran e-Courtnya Advokat Tersebut karena 

beberapa Advokat sudah mendaftar melalui Pengadilan lain. Advokat sebagai Pengguna 

Terdaftar harus menyiapkan beberapa berkas yang nantinya akan diupload saat 

pendaftaran akun Pengguna Terdaftar e-Court. Berkas yang harus disiapkan antara lain, 

Berita Acara Penyumpahan, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Berkas tersebut di-scan terlebih dahulu agar mempermudah saat pelatihan. Advokat 

diberi undangan untuk mengikuti pelatiha training dan implementasi e-Court  dengan harus 

menyiapkan berkas-berkas yang diminta tersebut. 

 

 

9. STUDI PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT 

Studi Penggunaan Aplikasi e-Court tidak bisa dilakukan menggunakan aplikasi e-Court yang 

asli (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/) karena tidak semua e-Court Pengadilan sudah 

aktif dan bisa untuk mendaftarkan perkara. Untuk itu studi penggunaan aplikasi e-Court 

dilakukan training penggunaan e-Court melalui aplikasi training e-Court (http://training-

ecourt.mahkamahagung.go.id/). Pada aplikasi training e-Court bisa dilakukan untuk 

pelatihan pendaftaran akun Pengguna Terdaftar, Pendaftaran Perkara dan Pembayaran. 

 

Aplikasi training e-Court hanya digunakan untuk Pembelajaran, bukan pendaftaran perkara 

sebenarnya. Seperti halnya aplikasi e-Court asli, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk 

mendaftarkan akun Pengguna Terdaftar (Advokat). Pengguna terdaftar mendaftarkan akun 

ke dalam aplikasi training e-Court dan akan mendapatkan email untuk aktivasi akun 

tersebut. Setelah akun telah diaktivasi, pengguna terdaftar bisa mencoba untuk 

mendaftarkan perkara gugatan ke dalam aplikasi training e-Court. Pendaftaran perkara 
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melalui aplikasi training e-Court tidak terhubung langsung dengan SIPP karena aplikasi ini 

hanya digunakan untuk pelatihan saja.  

 

Setelah mendapatkan Virtual Account dari aplikasi training e-Court, Pengguna Terdaftar 

juga bisa membayar melalui Simulasi Pembayaran Virtual Account, untuk hal ini 

menggunakan bank BNI (http://dev.bni-ecollection.com/). Dengan menggunakan aplikasi 

simulasi BNI tersebut seolah-olah Virtual Account telah terbayarkan untuk pendaftaran 

perkara dan status pembayaran pada aplikasi training e-Court juga akan berubah menjadi 

Sudah Bayar. 

10. TRAINING APLIKASI E-COURT 

Pelatihan aplikasi e-Court dilakukan kepada advokat, petugas Bank, dan petugas e-Court 

dari Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk membangun kerja sama dan pemahaman akan 

aplikasi e-Court sehingga kedepannya aplikasi e-Court bisa berjalan sepenuhnya pada 

Pengadilan. Peltihan dilakukan pada advokat terkait dengan pendaftaran akun Pengguna 

Terdaftar pada e-Court, Aktivasi Akun dan Pendaftaran Perkara Gugatan. Petugas Bank akan 

menjelaskan tata cara pembayaran Virtual Account, bisa melalui ATM, EDC, Mobile Banking, 

internet Banking maupun datang langsung ke Bank. Dengan adanya Virtual Account nominal 

pembayaran sudah sesuai dengan yang dibayarkan berdasarkan e-SKUM akan tetapi akan 

ada biaya administrasi dari Bank. 
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Pelatihan pada Petugas e-Court Pengadilan difokuskan akan tugas dan fungsi akun 

berdasarkan kewenangan yang ada pada aplikasi e-Court. Petugas e-Court Pengadilan juga 

dijelaskan integrasi antara e-Court dengan SIPP sehingga disaat ada Pengguna Terdaftar 

mendaftarkan perkara melalui e-Court dan sudah membayar maka akan muncul 

pemberitahuan pada SIPP lalu Petugas e-Court Pengadilan melakukan pengecekan 

kelengkapan berkas pendaftaran dan pembayar. Apabila berkas pendaftaran dan 

pembayaran telah lengkap, pada SIPP perkara sudah bisa didaftarkan sehingga mendapat 

nomor perkara. Nomor Perkara akan otomatis dikirim juga ke aplikasi e-Court sehingga 

Pengguna Terdaftar juga bisa mengetahui status pendaftaran sudah mendapatkan nomor 

perkara atau belum. 
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B. IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT 

1. PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA TERDAFTAR 

Sebelum melakukan pendaftaran perkara advokat harus memiliki akun pada aplikasi e-

Court. Untuk melakukan pendaftaran akun melalui e-Court yang perlu dilakukan adalah 

membuka website e-Court Mahkamah Agung RI di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/  

dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. 

 

Selanjutnya setelah menekan tombol Register Pengguna Terdaftar maka akan tampil 

halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar seperti dibawah ini : 

 

Dalam pendaftaran akun pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email yang valid 

dan aktif. Apabila alamat email tidak aktif maka akun tidak bisa diaktivasi karena aktivasi 

akun akan dikirimkan melalui email yang akan didaftarkan dan nantinya alamat email 

tersebut menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. 
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Hal-hal yang perlu diisi saat pendaftaran akun pengguna terdaftar adalah Nama Lengkap, 

Alamat Email, dan Password. Kedepannya apabila akun sudah diaktivasi alamat email dan 

password digunakan untuk Login pada e-Court. Berikut ini contoh pendaftaran pengguna 

dengan mengetikan nama, email, dan password lalu mengklik / mencentang tulisan “I’m 

not robot”. Setelah semua terisi tekan tombol Register. 

 

 

Setelah ditekan tombol register, maka akan muncul tampilan bahwa registrasi telah sukses 

dan akan meminta anda untuk membuka email untuk aktivasi akun. Tampilan halamannya 

sebagai berikut : 
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Selanjutnya silahkan membuka email anda dan akan ada email dari e-Court Mahkamah 

Agung RI. Catatan apabila email tidak ada di Inbox maka email dari e-Court Mahkamah 

Agung RI akan masuk ke Spam, Jadi silahkan cek email di Inbox atau Spam. Berikut ini 

tampilan email dari e-Court Mahkamah Agung RI dan untuk aktivasi akun pengguna tinggal 

menekan tombol aktivasi sebagai berikut : 

 

Apabila tombol aktivasi sudah ditekan maka akan tampil halaman aktivasi email sukses 

yang artinya email telah sukses diaktivasi dan akun sudah bisa digunakan untuk Login ke 

dalam e-Court Mahkamah Agung RI.  

 

Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar telah berhasil dilakukan dan Akun telah sukses 

diaktivasi sehingga sudah bisa digunakan untuk Login ke dalam e-Court Mahkamah Agung 

RI. 
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LOGIN 

Setelah akun bisa diaktivasi maka akun sudah bisa digunakan untuk Login. Buka halaman 

Login dengan menekan tombol Login pada website e-Court Mahkamah Agung RI di  

 

Akan selanjutnya akan tampil halaman Login. Masukkan alamat email dan password yang 

telah didaftarkan untuk melakukan proses login dengan menekan tombol Login. 

Diharapkan pengguna terdaftar tidak lupa alamat email dan password yang telah 

digunakan untuk mendaftarkan akun e-Court Mahkamah Agung RI karena untuk 

selanjutnya apabila sudah memiliki akun pengguna terdaftar tinggal melakukan 

pendaftaran perkara melalui akun masing-masing dan tidak perlu mendaftarkan akun lagi. 

 

Setelah berhasil login untuk pertama kainya, pengguna terdaftar harus mengisi data 

advokat yang ada dalam aplikasi e-Court. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya dilakukan oleh 

Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur 

kemudian. 
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Data Advokat yang perlu diisi antara lain Nama lengkap dengan gelar, Alamat kantor, 

Nomor telepon/Fax, Handphone, Nomor Induk/KTA, Organisasi, Tanggal Berlaku, Tanggal 

Habis Berlaku, Tanggal Penyumpahan, Nomor BA Sumpah, Tempat Penyumpahan, Nomor 

KTP, Bank untuk Pengembalian Sisa Panjar, Nomor Rekening, Nama Akun pada Rekening. 

Semua data diisi lengkap sesuai dengan aslinya lalu tekan tombol Simpan.  

Setelah menekan tombol simpan maka dilanjutkan dengan mengupload dokumen 

pengacara seperti Dokumen KTA, Dokumen BA Penyumpahan, Dokumen KTP. Dokumen 

yang diupload hanya diijinkan bertipe gambar atau pdf. Untuk mengupload dokumen 

pengacara tekan tombol Dokumen KTA, Dokumen Penyumpahan, dan Dokumen KTP 

seperti tampilan dibawah ini : 
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Setelah menekan tombol Upload KTA atau tombol Upload Doc. Penyumpahan atau tombol 

Upload KTP maka akan muncul tampilan untuk upload. Tekan tombol Browse untuk 

memilih file dokumen yang akan diupload sesuai dengan dokumen yang diminta. Setelah 

itu tekan tombol Upload maka file akan terupload. Dokumen yang diupload hanya diijinkan 

bertipe gambar atau pdf saja jadi diharapkan pengguna men-scan dokumennya terlebih 

dahulu lalu diupload. Berikut ini tampilan untuk upload dokumen : 
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Apabila semua dokumen telah berhasil diupload maka tampilan akan berubah. Untuk 

mengganti file upload apabila ada kesalahan, silahkan tekan tombol Edit lalu masukkan lagi 

file dokumen yang akan diupload. Dokumen advokat yang telah dilengkapi ini sesuai 

dengan yang telah diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara 

Penyumpahan, dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Tampilan jika semua dokumen pengacara 

telah berhasil diupload sebagai berikut : 

 

Data Advokat dan Dokumen Pendukung Pengacara telah selesai diisi oleh Advokat. Setelah 

ini advokat tinggal menunggu verifikasi dan validasi dari Pengadilan Tingkat Banding 

tempat penyumpahannya. Pengadilan Tingkat Banding akan menverifikasi dan menvalidasi 

data dari Advokat yang telah diisikan pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI dengan 

data yang ada pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Apabila sudah diverifikasi oleh 

Pengadilan Tingkat Banding disaat pengguna terdaftar Login lagi pada Aplikasi e-Court 

maka akan muncul notifikasi “Anda sudah terverifikasi“ dan akun pengguna terdaftar siap 

untuk mendaftarkan perkara menggunakan e-Court. 
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2. PENDAFTARAN PERKARA (e-Filing) 

Pengguna Terdaftar yang telah dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh 

Pengadilan Tingkat Banding dimana tempat advokat tersebut disumpah, maka akun sudah 

bisa digunakan untuk pendaftaran perkara melalui e-Court. Pada Halaman Utama setelah 

Login, pilih menu Pendaftaran Perkara – Gugatan Online. Tampilan menu pada halaman 

Gugatan Online setelah Login adalah sebagai berikut : 

 

Pada halaman Gugatan Online ini pada nantinya akan muncul semua perkara yang 

didaftarkan melalui e-Court beserta status pendaftaran dan status pembayaran perkara 

tersebut. Untuk menambahkan atau mendaftarkan perkara gugatan baru tekan tombol 

Tambah Gugatan.  
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Setelah menekan tombol Tambah Gugatan maka akan tampil halaman untuk memilih 

pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkara. Advokat dapat beracara di Pengadilan 

yang telah membuka layanan e-Court dan hal ini dapat di lihat dalam website e-Court pada 

menu Peta e-Court lalu pilih Peta e-Court Peradilan Umum untuk melihat Pengadilan 

Negeri yang telah aktif layanan e-Courtnya dan Peta e-Court Peradilan Agama untuk 

melihat Pengadilan Agama yang telah aktif layanan e-Courtnya serta Peta e-Court Peradilan 

TUN untuk melihat Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah aktif layanan e-Courtnya. 

Berikut ini peta e-Court Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri yang telah aktif layanan 

e-courtnya per 30 November 2018 : 

 

Pada saat memilih pengadilan tempat mendaftarkan perkara, Advokat bisa memilih 

berbagai pengadilan di Indonesia baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, 

Pengadilan Militer maupun Pengadilan TUN dengan syarat pengadilan tersebut telah aktif 

layanan e-Courtnya. Jadi Advokat memilih pengadilan tujuan yang layanan e-Court telah 

aktif lalu tekan Lanjut Pendaftaran untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Tampilan halaman 

untuk memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara sebagai berikut : 
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Pada Tahap 1 setelah menekan tombol Lanjut Pendaftaran maka pengguna terdaftar akan 

mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode. Nomor Register disini bukanlah Nomor 

Perkara melainkan nomor pendaftaran pada e-Court. Di Tahap 1 akan ada Persetujuan 

yang harus dibaca oleh pengguna terdaftar sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah 

memahami dan menyetujuai Persetujuan tersebut pada Tahap 1 Pendaftaran Gugatan 

Online melalui e-Court, tekan tombol Daftar. 

 

 

 

Pada Tahap 2, pengguna terdaftar diminta untuk mengupload Surat Kuasa. Pendaftaran 

Surat Kuasa ini bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus 

mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran 

lain seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan KTA tidak perlu diupload lagi karena 

sebelumnya sudah diupload saat pendaftaran akun dan sudah akan selalu terlampir saat 

akan mendaftarkan perkara.  
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Untuk upload Surat Kuasa tekan tombol Upload Surat Kuasa. Akan muncul halaman untuk 

upload tekan Browse untuk memilih Surat Kuasa yang akan diupload dan beri judul Surat 

Kuasa sesuai dengan diberi nama sesuai nama klien. Upload Surat Kuasa hanya diijinkan 

bertipe gambar atau pdf. Setelah itu akan tekan tombol Upload agar dokumen yang dipilih 

akan terupload. 
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Apabila Surat Kuasa sudah berhasil diupload maka nama Surat Kuasa akan muncul dan bisa 

didownload. Tahap 2 hanya untuk mengupload Dokumen Surat Kuasa yang telah 

bermeterai dimana Pihak sudah mewakilkan Advokat untuk mengurus pendaftaran perkara 

di Pengadilan. Setelah selesai tekan tombol Lanjut Isi Data Pihak untuk melanjutkan ke 

tahap berikutnya. 

 

Tahap 3, Pengguna Terdaftar diminta untuk mengisi data pihak. Hal ini wajib dalam 

pendaftaran perkara melalui e-Court. Dalam pengisian data pihak ini, Pengguna Terdaftar 

akan mengisi alamat pihak baik penggugat maupun tergugat dengan memilih lokasi 

Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat para pihak maka 

biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai dengan besaran radius masing-masing wilayah 

pengadilan sesuai dengan ketetapan Ketua Pengadilan. 

 

Untuk menambah data para pihak, pengguna terdaftar menekan tombol Tambah Pihak 

sesuai dengan jumlah pihak yang akan didaftarkan baik itu Penggugat maupun Tergugat. 

Setelah tekan tombol Tambah Pihak akan muncul halaman untuk mengisi data diri para 

pihak. 



23 
 

    
  
 
 

Buku Panduan e-Court  

 

Data para pihak yang akan disi antara lain Status Pihak yang bisa diisi Penggugat atau 

Tergugat. Nama dan Alamat para pihak yang wajib disi. Telepon dan Email bisa diisi atau 

tidak apabila pihak tidak memiliki nomor telepon atau email. Provinsi, Kabupaten, 

Kecamatan wajib diisi sesuai dengan alamat para pihak karena nantinya dari Provinsi, 

Kabupaten, dan Kecamatan ini yang akan menentukan taksiran biaya panjar untuk perkara 

gugatan. 

 

Jika data semua pihak telah diisi baik itu Penggugat maupun Tergugat, pengguna terdaftar 

bisa mengedit maupun menghapus apabila ada kesalahan dalam pengisian data para pihak. 

Jika semua telah terisi dengan benar, tekan tombol Lanjut Upload Berkas untuk lanjut ke 

tahap berikutnya. 
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Tahap 4, pengguna terdaftar diminta untuk melengkapi Dokumen Gugatan, jadi yang harus 

diupload adalah Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal. Untuk mengupload Dokumen 

Gugatan tekan tombol Upload Gugatan sesuai dengan jenis dokumen yang diminta.  

 

Pada saat Upload Dokumen Gugatan pada isian Pilih Jenis Dokumen diisi Surat Gugatan 

atau Surat Persetujuan Prinsipal. Tulis Judul Dokumen pada Title Dokumen lalu pilih file 

yang akan diupload dengan menekan tombol Browse. Setelah itu tekan tombol Upload. 
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Apabila file Surat Gugatan dan Surat  Persetujuan Prinsipal telah diupload pada tahap 

Upload Berkas Gugatan telah dilengkap semua, pengguna terdaftar bisa menekan tombol 

Lanjut Perhitungan Skum Panjar Perkara. 

3. PEMBAYARAN PANJAR PERKARA (e-Payment) 

Tahap 5 ini tentang Elektronik SKUM (e-SKUM) yang akan dibayar. Sebelum itu, saat 

melakukan perhitungan SKUM akan dihitung oleh sistem. Perlu diketahui bahwa 

komponen biaya panjar perkara masing-masing pengadilan bisa berbeda sesuai dengan 

Ketetapan Ketua Pengadilan masing-masing. Hal-hal dibawah ini adalah Komponen biaya 

yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan 

Negeri adalah sebagai berikut : 
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Setelah selesai melengkapi data pendaftaran dan data pihak maka akan mendapatkan 

taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate 

otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan 

oleh Ketua Pengadilan.  

 

e-SKUM ini merupakan taksiran biaya perkara yang sudah diperhitungkan sesuai 

Penentukan Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam 
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perjalanannya ada kekurangan makan akan diberikan tagihan Tambah Biaya Panjar dan 

sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar 

perkara. 

Apabila e-SKUM sudah keluar nilainya maka tekan tombol Lanjut Pembayaran untuk 

melanjutkan ke tahap pembayaran. Pada Tahap 6 Pembayaran ini, Pengguna Terdaftar 

akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk 

pembayaran Biaya Panjar Perkara sesuai dengan e-SKUM. Pada Tahap 6, akan ada batas 

waktu terakhir pembayaran yang harus dilakukan. Apabila sudah melewati batas waktu 

bayar maka Virtual Account sudah tidak berlaku lagi sehingga harus mendaftarkan perkara 

dari awal lagi untuk mendapatkan Virtual Account baru.  
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Status dari pembayaran di sini masih Belum Bayar. Pembayaran Virtual Account bisa 

dilakukan melalui ATM, Mobile Banking, Internet Banking maupun dengan mesin EDC 

sesuai dengan Bank yang tertera pada halaman ini. Masing-masing Pengadilan bekerja 

sama dengan bank yang berbeda-beda. Perintah Pembayaran juga akan dikirimkan melalui 

email. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email pemberitahuan dan tagihan. Email 

Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan beserta besaran biaya panjar 

yang harus dibayarkan.  
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Setelah dilakukan pembayaran secara otomatis status pembayaran akan berubah. Untuk 

tahapan pendaftaran perkara sudah selesai dengan menekan tombol Selesai. Berikutnya 

adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh 

Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. 

Untuk mendapatkan nomor perkara, Pengguna terdaftar harus menunggu verifikasi dari 

Pengadilan. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat 

Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan 

verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara ke dalam SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara) sehingga otomatis akan mendapatkan Nomor Perkara dan 

melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-

Court dan SIPP. 

Pengguna Terdaftar bisa memantau proses pendaftaran perkara yang dilakukan melalui e-

Court dengan memilih menu lalu Verifikasi. 
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